
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA CIREBON  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  

NOMOR 48 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA CIREBON, 

Menimbang  : a. bahwa standar harga tahun anggaran 2022 sebagai dasar 

penyusunan rencana anggaran pemerintah daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun 

Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa beberapa usulan perangkat daerah perlu 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Perubahan Keempat terhadap Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga 

Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
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Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara    

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan  

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2004    tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  5. Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara    

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757 ); 

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  9. Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan     

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembangan Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12  

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia); 

  15. Peraturan   Kepala   Lembaga   Kebijakan   Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 

Tahun 2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Peraturan  

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran 

Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1732); 
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   16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita 

Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui 

Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 319); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 
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  24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 69); 

  25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 

sebagaimana   telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  

Kota  Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 

Nomor 5); 

  26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

  27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  

Kota Cirebon Nomor 107); 

  28. Peraturan  Daerah  Kota Cirebon  Nomor 2 Tahun  2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 

  29.  Peraturan  Wali  Kota  Cirebon  Nomor  42  Tahun  2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58); 

  30.  Peraturan  Wali  Kota  Cirebon  Nomor  58  Tahun  2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tetang Hak Keuangan 
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dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58); 

  31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 103 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi dan Fungsi serta Tata KerjaBadan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 106). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan  : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA 

CIREBON NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 

HARGA TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 75) Ketentuan dalam 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV 

diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota Cirebon ini. 
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